ABSTRAK

Kemiskinan yang terjadi menyebabkan mencuatnya fenomena sosial salah satunya ruwetnya tata kota karena bertambahnya jumlah pekerja di sektor informal, seperti pengemis, gelandangan dan anak jalanan. Selain itu munculnya gelandangan dan pengemis sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang beroperasi di jalan-jalan protokol di kota-kota besar.

Keberadaan gelandangan dan pengemis sudah menjadi bagian kehidupan di kota-kota besar di Indonesia terutama di kota Medan. Gelandangan dan pengemis sering terlihat di pinggiran jalan untuk melakukan tindakan minta-minta di tempat umum, sudah menjadi pilihan bagi mereka untuk orang-orang yang tidak dapat bersaing di tengah kehidupan masyarakat dengan alasan-alasan tertentu.
Sifat materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum doktriner, yaitu suatu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.

Beberapa kebijakan penegakan hukum tentang penanganan gelandangan dan pengemis pada tempat umum di kota Medan secara umum, larangan untuk mengemis atau menggelandang diatur dalam Pasal 504 dan Pasal 505 KUHP, Buku ke-3 tentang Tindak Pidana Pelanggaran dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003. Dan Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Penggelandangan Dan Pengemis Pada Tempat Umum yakni; Merantau dengan modal nekad, malas berusaha, cacat fisik, Tidak adanya lapangan pekerjaan , dan lainnya.
Pelaksanaan penegakan hukum dapat dilakukan apabila terindikasi melakukan tindak pidana hal ini sesuai Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Dan apabila tidak terdapat unsur tindak pidana maka akan dilakukan pembinaan oleh Dinas Sosial
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ABSTRACT
Poverty that occurs causes the emergence of social phenomena, one of which is the complexity of urban planning due to the increasing number of workers in the informal sector, such as beggars, homeless people and street children. In addition, the emergence of homeless people and beggars as people with social welfare problems who operate on protocol roads in big cities.

The existence of homeless people and beggars has become a part of life in big cities in Indonesia, especially in the city of Medan. Homeless and beggars are often seen on the side of the road to beg in public, it has become an option for them for people who cannot compete in the midst of public life for certain reasons.

The nature of the research material used in completing this research is descriptive analysis that leads to normative juridical law research or doctrinal legal research, namely a research conducted or aimed only at written regulations or other legal materials.

Several law enforcement policies regarding the handling of homeless people and beggars in public places in the city of Medan in general, the prohibition on begging or vagrancy is regulated in Article 504 and Article 505 of the Criminal Code, Book 3 on Criminal Acts of Violation and Medan City Regional Regulation Number 6 of 2003. And the factors behind vagabonds and beggars in public places are; Migrating with desperate capital, lazy to try, physically disabled, lack of job opportunities, and others.

The implementation of law enforcement can be carried out if it is indicated to have committed a criminal act, this is in accordance with Article 10 of the Regulation of the Head of the State Police of the Republic of Indonesia Number 14 of 2017 concerning Handling Homeless and Beggars. And if there are no elements of a criminal act, the Social Service will provide guidance
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